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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
1. Belum ada peraturan yang secara komprehensif yang mengatur mengenai 

whistleblowing system di Indonesia. Bahwa berdasarkan RIA dan juga ROCCIPI, 

peraturan perundang-undangan di Indonesia masih memiliki kelemahan. Dimana 

peraturan yang ada masih tersebar dan pelaksanaannya masih tergantung kepada 

kebijakan dan sistem yang dibangun oleh masing-masing lembaga. Selain itu masih 

banyak kasus yang dapat ditemukan terkait whistleblowing system ini akibat 

lemahnya perlindungan hukum. Kemudian terkait pengaturannya tidak secara tegas 

dan terperinci dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan whistleblowing 

system itu sendiri. Sebagai contoh, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 

2014 dicantumkan perlindungan bagi whistleblower dan keluarga, namun tidak 

diperincikan bentuk perlindungan yang dimaksud dan ketidak ketegasan dalam 

pengenaan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mencegah atau menganggu 

perlindungan tersebut. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini juga 

masih memiliki hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor 

maunpun saksi seperti, belum adanya dasar hukum yang kuat dan mengikat untuk 

menjamin perlindungan terhadap whistleblower, perlindungan terhadap 

whistleblower belum maksimal, dan peran LPSK masih terbatas dalam kewenangan 

yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. 

2. Di Indonesia, angka kecurangan dan pelanggaran khususnya angka korupsi 

masih sangat tinggi. Selain itu, terkait kasus pelaporan balik dan ancaman-ancaman 

terhadap whistleblower juga masih sering ditemukan. Hal tersebut terjadi karena 

lemahnya penegakan hukum yang membuat masyarakat takut untuk melaporkan 

tindak kejahatan ataupun pelanggaran. Sehingga dibutuhkan adanya suatu 

pengaturan yang komprehensif dan secara khusus yang dapat memberikan 

perlindungan hukum bagi para whistleblower ataupun korban. Dimana 

Whistleblowing system merupakan upaya pengendalian internal berupa pelaporan 

atau penggungkapan suatu bentuk pelanggaran untuk mencegah terjadi kecurangan 

demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Terdapat beberapa 
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negara-negara yang sudah menerapkan pengaturan whistleblowing system yang 

baik guna pengendalian tindak pelanggaran dan kecurangan seperti Amerika 

Serikat, Australia, Jepang dan Korea Selatan. Pengaturan norma-norma yang baik 

di negara-negara tersebut senyatanya mampu meminimalisir kerugian negara akibat 

tindak pelanggaran serta kecurangan tersebut, seperti pengaturan whistleblowing 

system di Amerika Serikat yang menjadi acuan pengaturan bagi negara-negara lain, 

atau pengaturan whistleblowing system di Korea Selatan yang dianggap sebagai 

peraturan perundang-undangan terbaik di dunia. Sehingga diharapkan dengan 

adanya pembentukan peraturan khusus terkait dengan whistleblowing system di 

Indonesia dapat berpengaruh terhadap tata pemerintahan yang baik dan bersih di 

Indonesia serta dapat berhasil dan berdayaguna yang dapat memberikan manfaat 

bagi kehidupan bermasyarakat. 

5.2 Saran 
 Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukam dalam Bab 2 dan Bab 3, 

sekiranya terdapat beberapa hal yang dapat disarankan dalam pembentukan 

pengaturan terkait whistleblowing system di Indonesia yang dapat dilakukan dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor maupun orang yang dilaporkan, 

yaitu: 

a) memberikan definisi secara jelas dan rinci mengenai siapa yang 

dapat menjadi whistleblower; 

b) mekanisme pelaporan yang jelas dan akses yang mudah dan bersifat 

transparansi; 

c) anonimitas dan pelaporan rahasia; 

d) memberikan bentuk jaminan perlindungan secara detail dan jelas; 

e) pemberian reward sebagai bentuk apresiasi. 

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memberikan reward 

terhadap whistleblower, dimana hal tersebut terbukti dapat memotivasi masyarakat 

Korea Selatan untuk mengajukan laporan terkait adanya dugaan suatu tindak 

pelanggaran atau kecurangan. Pada faktanya, pemberian reward bagi whistleblower 

tersebut terbukti ampuh dalam pengendalian suatu tindak pelanggaran atau 

kecurangan, khususnya tindak pidana korupsi. Selain itu, di Amerika Serikat telah 

menerapkan perlindungan khusus bagi whistleblower seperti merahasiakan 
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identitas, memberikan identitas dan lingkungan baru selayaknya pribadi yang baru, 

menyediakan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan whistleblower 

beserta keluarga whistleblower, seperti memenuhi biaya hidup, memberikan 

pengamanan lebih melalui Program Keamanan Saksi bagi whistleblower dan 

keluarga. Keberhasilan negara-negara tersebut dalam mengendalikan bentuk 

pelanggaran dan kecurangan dapat diterapkan di Indonesia, sehingga nantinya 

dapat menjadikan peraturan perundang-undangan mengenai whistleblowing system 

di Indonesia tersebut sebagai pengaturan norma yang baik dalam pengendalian 

segala bentuk tindak pelanggaran dan kecurangan. 
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